PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 213 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Menimbang

Mengingat

PROVINS|I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta:

I 8

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1899,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanigan Negara;
Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
imana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Eaarnh Khusus Ibukota Jakarta sebagai I|bukota Negara Kesatuan
epublik Indonasia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kede Etik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;



10 turan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pamerintah Nomor 38 Tahun 2008;

11. Pargturan Pemerintah Namor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Parangkat Daerah;

13 K usan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai
Hmlik Indonesia;

14, Keputusan Presiden or 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan
A'qzlaran Dasar Korps Pagawai Republik Indonesia;

15, Pegaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
ggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16\ ran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
' 13/M.PAN/5/2008 ng Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan
riat Dewan Pen s dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia;

17, Pematuran Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
' risasi Perangkat Daarah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18} Pspaturan Menteri Dalam Nagari Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
isasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Penqgurus Korps Pegawai
Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Eﬂmﬂu;an Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Bran;

20, Pargturan Daerah Nomar 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan
Pangurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

IAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DAERAH KHUSUS

Menetapkan Wm GUBERNUR TENTANG ORGANISAS! DAN TATA KERJA
IBUKOTA JAKARTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Pamarintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. aemriat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
ukota

Jakarta.
d mﬁs Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Dasrah Khusus |lbukota

: dan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
pegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

F & Edao Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah
dan

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. gto Qrganisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah
ro

9

10.

11.

12.

13. e

14.

15.

16.
1T

18.

19.

Qrganisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.

] %wap_?engurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

im:iriat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus
' Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

taris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus
‘Horps'Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekratariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi adalah Sekretariat
. - Pengurus KORPRI 'Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
' B Jakarta.

ekrglariat Dewan Pengumus KORPRI Kabupaten Administrasi adalah
Sekreals riat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi di Provinsi
L Khusus Ibukota Jakarta.

ﬁa Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
kota Jakarta.

Wn Administrasi ad Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
0 Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Walikata adalah Walikota Kota Administrasi.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

E:z-.ﬁeria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
s Kerja Perangkat Daetah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

w';l(pga Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
jaatau bagian atau subordinat dari SKPD.

i mm Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai
pil Daerah Khusus |Ibukota Jakarta.

> m Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pensiunan adalah
Pegawai Negeri Sipil Dasrah Khusus |bukota Jakarta.

__ Pegawai Republik Imdonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI
i wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi
gkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
: a dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
‘Bhun 1845, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif. profesional, netral,
produktif dan bertanggung jawab.




imana diatur dalam Anggaran Dasar Korpri yang terdiri dari Anggota

23. | KORPRI adalah anggota Korps Pegawal Republik Indonesia
gota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) etariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari perangkat
daerah.
(2) & iat Dewan Pengurus KORPRI merupakan pelaksana administrasi

aksana operasional isehari-hari tugas dan kegiatan Dewan Pengurus
.

(3) kretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris
Pengurus KORPRI yang secara teknis dan operasional berkedudukan di
| dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan

becaq administrasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dal.am melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan
dukumngan teknis operasiopal dan administrasi pada Pengurus KORPRI
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap
seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

8. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran seria
dq#urnan pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
b. paelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
[ wlulaan kepagawaian, keuangan dan barang Sekretariat Dewan
urus KORPRI;
naan kerumahtanggaan dan surat menyurat Sekretariat Dewan
qugurus KORPRI;
elolaan kearsipan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
panyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental
m rohani anggota KORPRI;
lenggaraan kegialan usaha dan bantuan sosial anggota KORPRI;
sllitasi penyusunan program kerja Dewan Pengurus KORPRI;
rian dukungan administrasi keuangan Dewan Pengurus KORPRI;
gksanaan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan Dewan
rus KORPRI,
naan pubhk.asw iatan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan
rus KORPRI dan n Pengurus KORPRI,
jllasi panyalanggaraan rapat dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
m sunan bahan laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus
KORPRI; dan

gporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
retariat Dewan Pengarus KORPRI.

=5

o e



(3) ;Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan
‘Pengurus KORPRI juga manyelenggarakan fungsi :

(1)

w &85 ©

T @8

papgunrdlnaslan badan/organisasi yang berkaitan dengan pensiunan
ta KORPRI, seperti Yayasan Pensiunan Pegawai Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Werdhatama dan Cendana Bhakti;
embangan kesejahteraan pegawai selain yang telah ditentukan
paraturan perun ndangan di bidang kepegawaian;
lolaan data dan informasi pensiunan anggota KORPRI,
aan kegiatan ppmbekalan pensiunan anggota KORPRI;
pﬂgamb.angan kesejahteraan pensiunan selain yang telah ditentukan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
gilitasi penyusunan kebijakan dan program kerja Dewan Pengurus
KORPRI;
litasi pelaksanaan kegiatan kebijakan dan program kerja Dewan
Pengurus KORPRI;
penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak
ketiga dalam rangka kesejahteraan anggota KORPRI: dan
pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota KORPRI.

BAE Ili
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai berikut :

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
Bagian Umum dan Kerjasama, terdiri dari :

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
2. Subbaglan Kerjasama.

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, terdiri dari :

1. Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya; dan
2. Subbagian Mental dan Rohani.

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri dari :

1. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
2. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial.

Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi.



(2) Bagam susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
‘sabagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua
Sekretaris Dewan Pengurus KORPR|
Pasal 5
(1) 'Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas :

a. mamimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
ﬂ_ﬁﬂtariat Dewan Pemgurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3
b. mﬁngwrdinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian, Sekretariat
n Pengurus KORRRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan
mpok Jabatan Fungsional;
iC. nakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
ystansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
etariat Dewan Pengurus KORPRI serta dalam rangka memperlancar
naan tugas dan wewenang Dewan Pengurus KORPRI; dan
d. malaporkan dan mempartanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
(2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan
is KORPRI mempunyal tugas mengoordinasikan dan mengorganisir
rian penghormatan terakhir kepada anggota KORPRI aktif dan/atau
n yang wafat!maningﬁai dunia/tewas di dalam dan/atau di luar tugas.

(3) am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris
n Pengurus KORPRI, berkoordinasi dengan Biro Sekretariat Daerah
ang bertanggung jawab, di bidang keprotokolan apabila pemberian
rmatan akan dihadifi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah,
Gubernur, Asisten |Sekretaris Daerah, Inspekiur dan/atau Kepala
} Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau dengan Kepala SKPD/

' yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Kerjasama
Pasal 6

(1) Bagian Umum dan Kerjasama merupakan unit kerja Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI dalam pelaksanaan administrasi umum kepegawaian,

keuangan dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
(2) Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berkadudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan
Pengurus KORPRI.

Pasal 7

(1) Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan dan kerja sama dengan instansi pemerintah

maupun pihak ketiga.



(2) |Untyk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
'Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

s vo

[

yusunan rencana stralegis, rencana kerja dan anggaran, serta
amen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Kerjasama;
pengoordinasian penyusunan rencana siralegis, rencana kerja dan
ggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
sama;
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
Kearjasama;
pengoordinasian fasilitasi penyusunan kebijakan dan program kerja
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Sekretariat Dewan
Pangurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI;
pelaksanaan kerumahlanggaan dan surat menyurat Sekretariat Dewan
Pangurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI:
pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan Fengurus KORPRI dan Dewan
Pengurus KORPRI;
penyusunan program anggaran dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak
ketiga;
fasiltasi pelaksanaan kegiatan kebijakan dan program kerja Dewan
Pengurus KORPRI sesuai dengan lingkup tugasnya:
pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
sirategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI;
itasi pelaksanaan menitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan, program a an dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;

. pengoordinasian penyusunan bahan pertimbangan/masukan Dewan

Pengurus KORPRI kepada Gubernur/Musyawarah dan Rapat Kerja
MNasional KORPR Pengurus Nasional KORPRI;

pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI:

pengoordinasian penyusunan laporan Dewan Pengurus KORPRI;
pengoordinasian penyusunan laporan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI;

pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap Pengurus
uait KORPRI pada SKRD/UKPD/Perusahaan Daerah; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Umum dan Kerjasama.

Pasal 8

(1), Bubbagian Administrasi Umum dan Keuangan merupakan satuan kerja

yian Umum dan Kerjasama dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian,
uangan, persuratan, penyiapan laporan dan evaluasi.

(2), Bubbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

gian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bagian Umum dan Kerjasama.

(3) Bubbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunvyai tugas :

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Kerjasama sesuai
dengan lingkup tugasnya;



'b. melaksanakan dokumgn pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
_ sama sesuai deng@n lingkup tugasnya;
‘c. melaksanakan kegiatap koordinasi penyusunan rencana kerja dan
ran, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis
akretariat Dewan Pengurus KORPRI;
d. ksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan, program kerja/
anggaran dan kegiatan i}awan Pengurus KORPRI;
e. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus
RPRI;
f, l?lzlakﬁanakan kegiatan pengelolaan kerumahtanggaan dan surat
menyurat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus
RPRI;
@ melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan
Pangurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI,

h. n sanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan
dan ketertiban kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Dewan
Pangurus KORPRI;

i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
serta prasarana dan sarana kerja kantor Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI;
ynyimpan, menatausghakan dan mendistribusikan barang Sekretariat
n Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI,

k. malaksanakan pengelolaan ruang/ruang pertemuan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI,

I. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program kerja/anggaran dan kegiatan
Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan lingkup tugasnya,

m. malaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI;

n. melaksanakan fasilitasi monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan, program/anggaran dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;

o. malaksanakan koordingsi penyusunan bahan pertimbangan/masukan
Dewan Pengurus KORPRI kepada Gubernur/Musyawarah dan Rapat
Kerja Nasional KORPRIIDewan Pengurus Nasional KORPRI;

p. malaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI;

g. mangoordinasikan penyusunan rencana Kkerja dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Kerjasama;

r. mangoordinasikan penygsunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akyntabilitas Bagian Umpm dan Kerjasama;

5. malaksanakan koardinasi penyusunan laporan Dewan Pengurus
KORPRI;

t. malaporkan dan mempentanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Administrasi Umum dan Keuangan.

bk

Pasal 9

(1), ian Kerjasama merupakan satuan kerja Bagian Umum dan
Kenjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kerja sama.

(2) Pubbagian Kerjasama dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan
I h dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan
- ma.

(3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas :
4. menyusun bahan ren¢ana kerja dan anggaran, serta dokumen

pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Kerjasama dengan lingkup

tugasnya;



b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan
K?:jasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. nmyusun bahan program kerja sama dengan instansi pemerintah

maupun pihak ketiga;
~d. melaksanakan penjajgkan rencana kerja sama dengan instansi
pamerintah maupun plfﬁl; ketiga;
€. menerima dan meneliti usul kerja sama dari instansi pemerintah maupun
pihak ketiga;

f. menyusun dan menyiapkan dokumen rencana kerja sama instansi
pamerintah maupun pihak ketiga;
g. menyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen kerja sama instansi
erintah maupun pihak ketiga;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi
pamerintah maupun plhak ketiga;
i. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap
ngurus Unit KORPRI SKPD/UKPD/Perusahaan Daerah; dan
j. melaporkan dan mempartanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
asama.

Bagian Keempat
Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
Pasal 10

(1) |Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani merupakan unit kerja

iat Dewan Pengurus KORPRI dalam pelaksanaan koordinasi

kegiatan olahraga, seni, budaya serta pelaksanaan pembinaan mental dan
rohani.

(2) Bagmn Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin cleh seorang
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
is Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 11

(1) mn Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani melaksanakan tugas
_ inasi kegiatan olahraga, seni, budaya serta pelaksanaan pembinaan
maental dan rohani.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan
amggaran Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni,
Budaya, Mental dan Rohani;

c. penyelenggaraan atau, koordinasi pembinaan dan pengembangan
olahraga, seni dan budaya angggota KORPRI;

d. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani pada kegiatan peringatan/
paerayaan hari-hari besar keagamaan oleh anggota KORPRI;

. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan jiwa Korps
anggota KORPRI; dan

f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohanl.
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Pasal 12

(1) Slﬂ:baglan Olahraga, Seni dan Budaya merupakan satuan kerja Bagian

a, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dalam penyiapan bahan dan
m pelaksanaan pambinaan dan pengembangan kegiatan olahraga,

'seni dan budaya.

(2) [Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala

n yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

(3) Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya mempunyai tugas :

a.

(1)

(2) Bu

manyusun bahan rancana kerja dan anggaran, serta dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga. Seni. Budaya, Mental dan
Rohani sesuai dengan lingkup tugasnya;
malaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni,
Eu;ii:fa Mental dan Rohani sesuai dengan lingkup tugasnya;
manyusun bahan dan program pembinaan dan pengembangan olahraga,
seni dan budaya anggata KORPRI;
manyusun bahan dan program pembinaan dan pengembangan jiwa
anggota KORPRI;

kan kegiatan koordinasi program pembinaan dan pengembangan
olahraga, seni dan budaya anggota KORPRI
malaksanakan kegiatan pekan olahraga, seni dan budaya anggota
KORPRI;

. malaksanakan kegiatan program pembinaan dan pengembangan jiwa
nggota KORPRI; dan
: mﬁorkan dan mempaqlangmng}awabkan pelaksanaan tugas Subbagian

QOlahraga, Seni dan Budaya.

Pasal 13

subbagian Mental dan Rohani merupakan satuan kerja Bagian Olahraga,

i, Budaya, Mental dan Rohani dalam penyiapan program pelaksanaan
inaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan.

ian Mental dan Rohani dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Dlahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

(3) Subbagian Mental dan Rohani mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan
Rohani sesuai dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni,

Budaya, Mental dan Rohani sesuai dengan lingkup tugasnya;
mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peringatan/perayaan hari-
hari besar keagamaan oleh anggota KORPRI;

melaksanakan kegiatan sosial/kemanusiaan/agama dalam rangka
paringatan/perayaan hari-hari besar keagamaan angaota KORPRI;

. melaksanakan koordinasi pembinaan mental dan rochani melalui kegiatan

paringatan perayaan hari-hari besar keagamaan dengan SKPD/UKPD
tarkait;
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f. goordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
en pelaksanaan anggaran Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental
dan Rohani;

g- menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bagian Olahraga, Seni, Budaya. Mental dan Rohani;
dan

h. n\qaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Mental dan Rohani.

Bagian Kelima
Bagian Usaha dan Bantuan Sosial
Pasal 14

(1) n Usaha dan Bantuan Sosial merupakan unit kerja Sekretariat Dewan
engurus KORPRI dalam penyusunan kebijakan dan program kegiatan
usaha, peningkatan kesejahteraan anggota dan pemberian bantuan sosial.

(2) Bagian Usaha dan Bantuan Sosial dipimpin oleh secrang Kepala Bagian
ng berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
n Pengurus KORPRIL

Pasal 15

(1), Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan
gan program kegiatan usaha, peningkatan kesejahteraan anggota dan
pemberian bantuan sosial.

{2]; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
' Usaha dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi -

B. peayusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan
aﬁqgaran Bagian Usaha dan Bantuan Sosial,

b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan
Bantuan Sosial;

€. pemyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan anggota

KORPRI,

peningkatan kesejahleraan anggota KORPRI,

naan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota KORPRI
dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah
lainnya;

f. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan
kedinasan anggota K RI;

g. pelaksanaan kegiatan kebijakan dan program kewirausahaan anggota

Rl;

h. pengoordinasian badanjorganisasi yang berkaitan dengan pensiunan
anggota KORPRI, seperti Yayasan Pensiunan Pegawai Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Werdhatama dan Cendana Bhakdti;

i. pemgembangan kesejahteraan pegawai selain yang ditentukan dalam

pesaturan perundang-undangan kepegawaian seperti kerja sama dengan

PT Asuransi Jiwa Sraya;

pangelolaan data dan informasi pensiunan anggota KORPRI;

palaksanaan kegiatan pambekalan pensiunan anggota KORPRI;

pengembangan kesejahteraan pensiunan anggota KORPRI selain yang

ditentukan dalam peraluran perundang-undangan kepegawaian seperi
kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sraya;

=

—ET
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'm. fagilitasi pemberian bantyan/konsultasi hukum bagi anggota KORPRI; dan
n. aporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
an Usaha dan Bantuan Sosial.

Pasal 16

(1) 'S gian Usaha dan Kesejahteraan merupakan satuan kerja Bagian
t dan Bantuan Sosial dalam penyiapan bahan kebijakan dan program
n usaha dan peni n kesejahteraan anggota KORPRI.

(2) |$ gian Usaha dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala
S an yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
! Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

(3) |Subbagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
ksanaan anggaran Bagian Usaha dan Bantuan Sosial sesuai dengan
kup tugasnya;

b. sanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan

Bantuan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. manyusun bahan kebijakan dan program kegiatan usaha dan peningkatan

kesejahteraan anggota KORPRI;

malaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI;

malaksanakan pembuatan kebijakan, program dan pembekalan

kewirausahaan;

malaksanakan kegiatan koordinasi dengan badan/organisasi yang

berkaitan dengan pensiunan;

malaksanakan kegiatan pengembangan kesejahteraan pegawai;

malaksanakan pengelolaan data dan informasi pensiunan anggota

KORPRI;

malaksanakan kegiatan pembekalan pensiunan anggota KORPRY;

mangembangkan kesejahteraan pensiunan anggota KORPRI selain yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian seperti

kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sraya; dan

k. malaporkan dan mempettanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

~ Usaha dan Kesejahteraan.

56 = 8a

—r—

Pasal 17

(1) ﬁl.lhhagian Bantuan Hukum dan Sosial merupakan satuan kerja Bagian
I'ElhEl dan Bantuan Sosial dalam penyiapan bahan kebijakan dan
pemberian bantuan hukum dan sosial.

(2) Bubbagian Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh Kepala Subbagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Jsaha dan Bantuan Sosial.

(3) Bubhngian Bantuan Hukum'dan Sosial mempunyai tugas

8. menyusun bahan rencana Kkerja dan anggaran, serta dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan Bantuan Sosial sesuai dengan
lingkup tugasnya;

i nakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan
Bantuan Sosial sesuai dgngan lingkup tugasnya;
e. menyusun bahan kebijakan pemberian bantuan hukum dan sosial,
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d. melaksanakan pembegian bantuan kepada anggota KORPRI dalam
kaadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
Elimsi pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan

i

inasan anggota KORPRI;
1 'gt;;tl pemberian bantuan/konsultasi/pembekalan hukum bagi anggola
y wyelenggarakan bantuan sosial bagi anggota KORFRI;
aksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan persemayaman dan pemakaman
anggota KORPRI dan pensiunan;
i rdinasikan dan melaksanakan pemberian penghormatan terakhir

pada prosesi pemakaman, pelepasan/penerimaan jenazah anggota

i gmrdmaslkan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta
dcg(umen pelaksanaan anggaran Bagian Usaha dan Bantuan Sosial;

k. menghimpun bahan dap menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bagiap Usaha dan Bantuan Sosial: dan

|. melaporkan dan mempartanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
h‘ltuan Hukum dan Saosial.

=

@

Bagian Keenam
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi
Pasal 18

(1) iat Dewan Pengumus KORPRI Kota Administrasi merupakan unit
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

(@ |

ariat Dewan Penguwus KORPRI Kota Administrasi dipimpin oleh
!" g Sekretaris yang secara teknis dan operasional berkedudukan di
4 da

n bertanggung ab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota
istrasi dan secara administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris
Administrasi dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 19
(1) Sekratariat Dewan Pengurys KORPRI Kota Administrasi mempunyai tugas
nakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan
s KORPRI Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan
gnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan
riat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi

{E}E melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

nat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi menyelenggarakan

8. pemyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran Sakretanat Dewan Pengurus KORPRI
Kota Administrasi;

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

.'-"'

c. penayelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental
dan rohani anggota KORPRI lingkup Kota Administrasi;

d. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial anggota KORPRI
lingkup Kota Administrasi;

e. fasllitasi penyusunan program kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota
Administrasi;

f. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI pada
lingkup Kota Administrasi;

g. pangelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Sekretariat dan Dewan

~ Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

h. palaksanaan kerumahtanggaan dan surat menyurat Sekretariat dan
Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;
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i. pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
Administrasi;

j. pemberian dukungan administrasi keuangan Dewan Pengurus KORFRI
Kota Administrasi;

k. pelaksanaan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan Dewan
Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

I. fasilitasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI
Kota Administrasi;

m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus KORPRI
Kota Administrasi;

n. penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus
KORPRI Kota Administrasi; dan

o. pelaporan dan part@rggung}awaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Dewan Pangurus KORPRI Kota Administrasi.

Pasal 20
Selgretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi, terdiri dari :
a. Bekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;
b. Bubbagian Umum dan Kerjasama;
c. ﬁubhagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
d. Bubbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
e. Subkelompck Jabatan Fungsional.
Pasal 21
(1) |Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi mempunyai tugas :
;a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

tariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi sebagaimana
ksud dalam Pasal fﬂ;

b. oordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian dan
' ubkelompok Jabatan Fungsional;
E. ksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau

nsi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
tariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi serta dalam
memperiancar pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan
Pengurus KORPRI Kota Administrasi; dan
d. malaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi.

(2) in tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan
engurus KORPRI Kota Administrasi mempunyai tugas mengoordinasikan
mengorganisir pamb-anan penghormatan terakhir kepada anggota
CORPR! aktif atau pensiun yang wafatmeninggal dunia/tewas di dalam
anlatau di luar tugas pada lingkup Kota Administrasi.

(3). Palam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi, berkoordinasi dengan Bagian
yang 'bertanggung jawab di bidang keprotokolan apabila pemberian

prmatan akan dihadiri Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota,
isten Sekretaris Kota, Inspektur Pembantu Kota dan/atau Kepala Kantor

Perencanaan Pembangunan Kota dan/atau dengan Kepala SKPD/UKPD
yang bersangkutan.
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Pasal 22

ian Umum dan Kerjasama merupakan satuan kerja Sekretariat

' Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi.

(2)Su
‘yang

ian Umum dan Kesjasama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

' Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi.

(3) | Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas .

al

o

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
aksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
Administrasi sesuai dangan lingkup tugasnya;

. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyusun bahan program kerja sama dengan instansi pemerintah
maupun pihak ketiga;

. melaksanakan penjajakan rencana kerja sama dengan instansi

pamerintah maupun pibak ketiga dalam rangka kesejahteraan anggota
KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

menerima dan meneliti usul kerja sama dari instans: pemerintah maupun
pihak ketiga;

menyusun dan menyiapkan dokumen rencana kerja sama instansi
pemerintah maupun pihak ketiga;

. menyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen kerja sama instansi

pemerintah maupun pihak ketiga;

. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi

pemerintah maupun pihak ketiga;

melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap
Pangurus unit KORPRI pada SKPD/UKPD pada lingkup Kota
Administrasi;

malaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
Administrasi;

malaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
bafang Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan
Dawan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

malaksanakan kegiatan pengelolaan kerumahtanggaan dan surat
manyurat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan
Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

. malaksanakan kegiatap pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus KORPRI
Kota Administrasi;
glihara dan merawat prasarana dan peralatan kerja Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus
KORPRI Kota Administrasi;
mamelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus
KORPRI Kota Administrasi;
' pengelolaan ruang rapat/pertemuan Sekretariat dan Dewan
Pngurus KORPRI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus KORPRI
Keta Administrasi;

. malaksanakan publikasl kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi dan Dewan Pengurus
KORPRI Kota Administrasi;
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r. nerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan Kantor;
s. Engmrdinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen
laksanaan anggaram Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota

Agministrasi;

t. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

'u. mplaksanakan koordipasi penyusunan laporan Dewan Pengurus
%RPRI Kota Adminiﬂpsi: dan
U

aporkan dan mempartanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
um dan Kerjasama.

W

Pasal 23

{‘I.Bi gian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani merupakan satuan
‘karja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi.

{a'tSuhbqlgian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rochani dipimpin oleh
\seotang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawabl kepada Sekretaris Dewan Pengurus Kota Administrasi.

(3)  Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan

Pangurus KORPRI Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

manyusun bahan dan program pembinaan dan pengembangan olahraga,

seni dan budaya pada lingkup Kota Administrasi,

manyusun bahan dan program pembinaan dan pengembangan jiwa

Korps anggota KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

meanyusun program pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan

keagamaan anggota KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

f. melaksanakan kegiatan koordinasi program pembinaan dan pengembangan
olahraga, seni dan budaya anggota KORPRI pada lingkup Kota
Administrasi;

g. malaksanakan koordinasi pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan
keagamaan dengan SKPD/UKPD terkait pada lingkup Kota Administrasi;

h. malaksanakaan kegiatan pekan olahraga, seni dan budaya anggota
KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

i. malaksanakan kegiatan program pembinaan dan pengembangan jiwa
Korps anggota KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

j. mangoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peringatan/perayaan hari-
hari besar keagamaan oleh anggota KORFPRI pada lingkup Kota
Administrasi;

k. malaksanakan kegiatan sosial/lkemanusiaan/agama dalam rangka
peningatan/perayaan hari-hari besar keagamaan anggota KORPRI pada
lingkup Kota Administrasi; dan

I rkan dan mempentanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

&

& &

®

Pasal 24

(1) ian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial merupakan satuan kerja

riat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi dalam pelaksanaan
kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial.
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(2): Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
agian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Saekretaris Dewan Paengurus Kota Administrasi.

(3)' Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai lugas .

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
sanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
ministrasi sesual dangan lingkup tugasnya,
'b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kola Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. menyusun program kegiatan usaha anggota KORPRI pada lingkup Kota
Administrasi;

d. melaksanakan program dan pembekalan kewirausahaan pada lingkup
Kota Administrasi;

e. melaksanakan pembenan bantuan kepada anggota KORPRI dalam
keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya
anggota KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

f. melaksanakan pemberign bantuan dan dukungan terhadap permasalahan
kedinasan anggota KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

'g. fasilitasi pemberian bantuan/konsultasi/pembekalan hukum bagi anggota
KORPRI pada lingkup Kota Administrasi;

h. menyelenggarakan bantuan sosial bagi anggota KORPRI pada lingkup
Kata Administrasi;

i. malaksanakan kegiatan fpsiktas pelayanan persemayaman dan pemakaman

gota KORPRI dan pensiunan pada lingkup Kota Administrasi;

J- maengoordinasikan dan melaksanakan pemberian penghormatan terakhir

i pada prosesi pemakaman, pelepasan/penerimaan jenazah
anggota KORPRI pada lingkup Kota Administrasi; dan

. malaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi
Pasal 25

(1) tariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi merupakan
unit kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

(2) Sekratariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang secara teknis dan operasional berkedudukan di
 dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI

ten Administrasi dan secara administrasi kepada Bupati melalui

ris Kabupaten Administrasi dan Sekretaris Dewan Pengurus
ORPRI.

Pasal 26

(1) ieh'va-!a.riat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Adrministrasi mempunyai
b melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam
lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
zaw;n Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi menyelenggarakan
ngsi @
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a. pgnyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta
dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORFPRI
Kgbupaten Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

kretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi;

¢. penyelenggaraan kogci)aﬁt?:rllqpambinaan olahraga, seni, budaya, mental
dan rohani anggota KO | pada lingkup Kabupaten Administrasi;

d. panyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial anggota KORPRI
pada lingkup Kabupaten Administrasi;

e. fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Administrasi;

f. palayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota KORPRI pada
lingkup Kabupaten Administrasi;

1g. pangelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Sekretariat Dewan
Pangurus KORPRI Kabupaten Administrasi;

'h. n&aksanaan kerumabtanggaan dan surat menyurat Sekretariat dan
Dewan Pengurus KORRPRI Kabupaten Administrasi;

i. pangelolaan kearsipan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Administrasi;

'j- pamberian dukungan administrasi keuangan Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Administrasi

‘k. palaksanaan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan Dewan
Pangurus KORPRI Kabupaten Administrasi;
|. fesilitasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Administrasi
tm. ﬁlgsanaan publikasi h‘pgiatan dan pengaturan acara Sekretariat Dewan
ingurus KORPRI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus

KQRPRI Kabupaten Administrasi
n. yusunan bahan lapgran dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus
RPRI Kabupaten Administrasi; dan
10. ran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

tariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.
Pasal 27
Sehramﬂ Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi, terdiri dari :
a. $almataﬁs Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi;

b. | $ubbagian Umum dan Kerjasama;
C. $u|:hagian Olahraga dan Bantuan Hukum; dan
d. Subkslompok Jabatan Fungsional.
Pasal 28
(1) uh‘-ﬂ‘aris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi mempunyai

a. mamimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
yan Pengurus KORPRI Kabupaten Administasi sebagaimana dimaksud
Pasal 26;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Sekretariat
Dawan Pengurus KORPRI Kabupaten Adminisirasi;
©. malpksanakan koordinasi dan kerja sama SKPD/UKPD dan/atau instansi
intah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
tariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi serta dalam
rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengurus
:%Fﬂ Kabupaten Administrasi; dan
d pporkan dan mempartanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.
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{E)‘ Selain tugas sebagaimasa dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan

P-_;«:Js KORPRI Kabupapn Administrasi mempunyal tugas mengoordinasikan

. dam |mengorganisir pemberian penghormatan terakhir kepada anggota
K Rl aktif atau pensiun yang wafat/meninggal duniatewas di dalam
' danlatau di luar tugas pada lingkup Kabupaten Administrasi.

{3)! Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris
Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi. berkoordinasi dengan
n yang bertanggung jawab di bidang keprotokolan apabila pemberian
ormatan akan -dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Kabupaten,
Asisten Sekretaris Kahunalen Inspektur Pembantu Kabupaten dan/atau
Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan/atau dengan

Hapaia SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Subbagian Umum dan Kerjasama merupakan satuan kerja Sekretariat
'Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.

(2)  Subbagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.

(3) Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
palaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

'b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
Pangurus KORPRI Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan program kerja sama dengan instansi pemerintah
maupun pihak ketiga;

id. menyusun dan menyiapkan dokumen rencana kerja sama instansi

rintah maupun pihak ketiga;

‘e. melaksanakan penjajakan rencana kerja sama dengan instansi pemerintah
maupun pihak ketiga dalam rangka kesejahteraan anggota KORPRI pada
lingkup Kabupaten Administrasi;

f. menerima dan meneliti usul kerja sama dari instansi pemerintah maupun

pihak ketiga;

manyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen kerja sama instansi

rintah maupun pibak ketiga;

mglaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi

pemerintah maupun plhqk ketiga;

malaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap

Fangurus unit KORPRI pada SKPD/UKPD pada lingkup Kabupaten

Administrasi;

j. malaksanakan moni g, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

dokumen anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Administrasi;

malaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan

basang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi

dapn Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi,

I uq‘laksanakan kegiatap pengelolaan kerumahtanggaan dan surat
manyurat Sekretariat Dgwan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi
dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi;

¥ 8
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laksanakan kegiatagn pengelolaan kearsipan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
RPRI Kabupaten Administrasi;
memelihara dan mergwat prasarana dan peralatan kerja Sekretariat
n Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
KEHPRl Kabupaten Administrasi;
gmelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Sekretariat
an Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
Kabupaten Administrasi;
laksanakan pengelglaan ruang rapat/pertemuan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi dan Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Administrasi;
plaksanakan publikagi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat
wan Pengurus KORPRI Kabupaten Administras: dan Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Administrasi;
npnarima. menyimpan dan mendistribusikan peralatan Kantor,

S. ﬂﬂgmrdinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen

aksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Administrasi;
mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
untabilitas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
ministrasi;

. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan Dewan Pengurus

KQRPRI Kabupaten Administrasi; dan
melaporkan dan mempartanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum dan Kerjasama.

Pasal 30

(1) wmn Olahraga dan Bantuan Hukum merupakan satuan kerja Sekretariat
n

Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi.

(2) Subbagian Olahraga dan Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Administrasi.

(3) Subbagian Olahraga dan Bantuan Hukum mempunyai tugas :

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen
pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

malaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

menyusun bahan dan program pembinaan dan pengembangan olahraga,
sani dan budaya anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;
menyusun program inaan mental dan rohani melalui kegiatan
kaagamaan anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;
menyusun bahan dan program pembinaan dan pengembangan jiwa
Kasps anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

menyusun program kegiatan usaha anggota KORPRI pada lingkup
Kabupaten Administrasi;

melaksanakan kegiatan kpurdh'lasi program pembinaan dan pengembangan

alahraga, seni dan budaya anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten
Administrasi;
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h. melaksanakan kegiatan pekan olahraga, seni dan budaya anggota
KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

i. melaksanakan koordinasi pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan
keagamaan dengan SKPD/UKPD terkait pada lingkup Kabupaten
Administrasi,

j. melaksanakan kegiatan sosial/kemanusiaan/agama dalam rangka
peringatan/perayaan hari-hari besar keagamaan anggota KORPRI pada
lingkup Kabupaten Administrasi;

k. melaksanakan kegiatap program pembinaan dan pengembangan jiwa
Korps anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

|. melaksanakan program dan pembekalan kewirausahaan anggota
KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

m. melaksanakan pambcd.an bantuan kepada anggota KORPRI dalam
kaadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya
pada lingkup I{abupatap Administrasi;

n. qlalaksanskan pemberign bantuan dan dukungan terhadap permasalahan
kadinasan anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peringatan/perayaan hari-
hari besar keagamaan oleh anggota KORPRI pada lingkup Kabupaten
Administrasi,

p. fasllitasi pemberian bantuan/konsultasi/pembekalan hukum bagi anggota
KORPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi;

g. n?nyalanggarakan bantuan sosial bagi anggota KORPRI pada lingkup
Kabupaten Administrasi;

r. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan persemayaman dan
pamakaman anggota KORPRI dan pensiunan pada lingkup Kabupaten
Administrasi;

‘8. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian penghormatan terakhir
sgperti pada prosesi pemakaman, pelepasan/penerimaan jenazah anggota
KQRPRI pada lingkup Kabupaten Administrasi; dan

t. melaporkan dan mempeartanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Olahraga dan Bantuan Hukum.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

(1) Sekratariat Dewan Pengurus KORPRI dapat mempunyai Jabatan
Fungsional.

(2) mﬂim Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
rasi dapat mempunyal Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai

bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI.

(3) tuan lebih lanjut mengenali Kelompck Jabatan Fungsional diatur
dengan Peraturan Gubernur sesusai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam rangka mengembangkan profesikeahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk
lingkup Sekretarial Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
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(2) Kelampok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
5 naimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua
mapok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
-yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRI.

(3) | Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
'Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRI dari Pejabat Fungsional yang dihormati di
kmﬁan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan,
k n dan integritas) yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Pengurus
K RI wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) gtariat Dewan Pengurus KORPRI mengembangkan koordinasi dan kerja
mg . dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait
| , rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas
gan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 34

otaris Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
{m KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala
pagiarl, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
gurusi KORPRI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat

Rengurus KORPRI Kgta Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam
an tugasnya wajlb mematuhi ketentuan peraturan perundang-
gan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi,
onisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 35

(1) taris Dewan Pengurys KORPRI, Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
s KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala
an, Ketua Kelompak Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
s KORPRI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada
at Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
si wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan
n, memberikan pefunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai
bawahan masing-masing.

(2) Behqipris Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala
Subbﬁ;ian. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok
ﬁa.hnpn Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota

dministrasi/Kabupaten Administrasi dan pegawal pada Sekratariat Dewan
Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 36

is Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Bagian. Sekretaris Dewan
s KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Kepala

*.; =Y

“m Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
J':_H"'-: KORPRI dan Kegtua Subkelompok Jabatan Fungsional pada

retadiat Dewan Pengurus I@RPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
"'f mangawasi dan menggndalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-
m,n perta mengambil lan%h-langkah yang diperlukan apabila menemukan
jnya penyimpangan dan/atal indikasi penyimpangan

Pasal 37

is Dewan Pengumus KORPRI, Kepala Bagian, Sekretaris Dewan
urus KORPRI Kota Administrasi'lKabupaten Administrasi, Kepala
ian, Ketua Kelomppk Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan
liu'us KORPRI| dan \:lE’l'l. Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada
riat Dewan Panpu.ms KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
1 pistrasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
atagan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2].11 yang menerima an sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
imenindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan

ilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 38

(1) a&_rﬁlariat Daerah meIFIui Biro Ortala melaksanakan pembinaan
gaan, ketatal n dan pelaporan terhadap Sekretariat Dewan
s KORPRI dan |Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
asi/Kabupaten Administrasi.

(2) ': ntuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
jran Gubernur.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

(1) Pegapai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan
! t Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten

inistrasi merupakan Pagawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Pengplolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di inakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian
‘Negara.

pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Sekretariat Dewan Pengurus

RI termasuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI| Kota Administrasi/

I ten Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah
L] I'BKD dan Biro Ortala,

(3)
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BAB VI
KEUANGAN
Pasal 40
(1) nia pelaksanaan tugas:dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- ldan 'Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
istrasi bersumber dani :
'E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
. lusan anggota; dan
'c. Bantuan/hibah dari pihak ketiga.

(2) '_ olaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/

idaesah.
BAB VI
ASET
Pasal 41
(1) | ang dipergunakan aleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan
jat Dewan Pangurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
si sebagai pra dan sarana kerja merupakan aset daerah

status kekayaan dagrah yang tidak dipisahkan.

laan asel atau prasgrana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ipan Negara/Daerah dan ketentuan perundang-undangan pengelolaan
g milik Negara/Daerah.

Pasal 42

asasana dan sarana kerja yang diterima oleh Sekretariat Dewan Pengurus
w dan Sekretariat Dewan Pengurus KORFRI Kota Administrasi/
Labupaten Administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
alam, bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga
srupakan penerimaan Barang Daerah.

(2) ipaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaporkan kepada Gubernur melalui BPKD selaku Pejabat pengelola

' daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan
mﬂm saebagai aset daarah.
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BAB VIl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 43

(1) Sekratariat Dewan Pengurus KORPRI menyusun dan menyampaikan
laparan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewakitu-
waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-wakiu kepada Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRI.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain
meliputi laporan :

kepegawaian;
keuangan;
kinerja;
akuntabilitas; dan
kegiatan.

sapow

Pasal 44
rangka akuntabiltas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan
t Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
ngkan sistem pengendalian internal.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 45

F'ap wasan terhadap Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI| dan Sekretariat
|an Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan
o .

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. ‘Aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur

Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

' t Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah
Khueue lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 47

Pesaturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah

Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2012
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
Ls Wm;(
JO WIDODO
Diundangkan di Jakarta

padatanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKQOTA JAKARTA,

Jin

FADJAR PANJAITAN
NIP 185508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 208



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 213 TAHUN 2012
Tanggal 28 Desember 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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